
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

  



 

 

Lampiran 01. Daftar Pertanyaan 

No. Narasumber Draft wawancara 

1. Hakim Pengadilan Negeri 

Singaraja  

Bapak I Gusti Made 

Juliartawan, S.H., M.H. 

1. Bagaimana menurut bapak mengenai 

perkara perceraian yang hanya ada 

surat keterangan perkawinan saja?Dan 

apa saja syarat sahnya suatu 

perkawinan?   

2. Apakah pencatatan perkawinan 

tersebut merupakan suatu hal yang 

penting menurut bapak?   

3. Menurut pendapat bapak, mengapa 

bisa terdapat perkawinan yang tidak 

dicatatkan? Dan dampak apa saja yang 

timbul dari perkawinan yang tidak 

dicatatkan?  

4. Apakah sepasang suami istri yang 

tidak memiliki akta perkawinan dapat 

melakukan perceraian di pengadilan?  

5. Apa saja persyaratan administrasi yang 

perlu disiapkan saat mendaftarkan 

gugatan perceraian?  

6. Apakah dalam administrasi tersebut 

ada aturan yang mengatur mengenai 

harus menggunakan akta perkawinan 

saat akan melakukan perceraian di 

pengadilan?  

7. (jika tidak ada) apakah menurut bapak 

akan lebih baku atau berkekuatan 

hukum jika ada aturan yang mengatur 

mengenai administrasi perceraian 

tersebut?  

8. Apa yang bapak jadikan pertimbangan 

ketika memutus perkara perceraian 

tanpa akta perkawinan di pn sgr?   

9. Salah satu contoh perkara peceraian 

yang gugatannya ditolak yakni pada 
gugatan dengan no perkara 

207/Pdt.G/2022/PN.Sgr, apa yang 

menjadi pertimbangan bapak sebagai 

seorang hakim menolak gugatan 

perceraian tersebut?  

10. Apakah tidak bisa jika hakim tersebut 

menyuruh/meminta para pihak untuk 

membuat akta perkawinan terlebih 

dahulu sebelum melanjutkan sidang 

perceraiannya? dimana mengingat 



 

 

bahwa para pihak telah memenuhi 

alasan" seseorang dapat bercerai  

11. Bagaimana pendapat bapak mengenai 

pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

yang menyebutkan bahwa  

”pengadilan dilarang menolak untuk 

memeriksa, mengadili dan memutus 

suatu perkara yang diajukan dengan 

dalih bahwa hukum tidak ada atau 

kurang jelas melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya” namun 

tetap adanya gugatan yang ditolak 

karena kurangnya administrasi yakni 

akta perkawinan tersebut?  

12. Apakah dalam memutus suatu perkara 

putusan yg bapak berikan telah 

mencerminkan 3 asas yakni kepastian, 

keadilan dan kebermanfaatan 

khususnya dalam memutus perkara 

perceraian tanpa akta perkawinan ini?   

13. Lalu apakah bapak bisa menjelaskan 

dimana letak keadilan, kepastian dan 

kebermanfaatan dalam putusan yg 

bapak berikan tersebut?  

14. Menurut bapak, apa solusi yang dapat 

dilakukan untuk meminimalisir 

penolakan peceraian akibat tidak 

tercatatkan? 

2. Advokat di Kantor Advokat 

dan Konsultan Hukum Gede 

Harja & Associates  

Bapak Gede Harja Astawa, 

S.H.   

1. Bagaimana menurut bapak mengenai 

perkara perceraian yang hanya ada 

surat keterangan perkawinan saja?  

2. Menurut bapak apakah akta 

perkawinan tersebut merupakan syarat 

yang menentukan bahwa suatu 

perkawinan tersebut sah atau tidak?  

3. Menurut bapak alasan apa yang 

menyebabkan perkawinan tersebut 

tidak dicatatkan?  

4. Dampak apa saja yang akan terjadi 

apabila perkawinan tersebut tidak 

dicatatkkan?  

5. Selama bapak menangani perkara 

perceraian apa saja alasan yang 

diberikan oleh klien untuk melakukan 

perceraian tersebut?  

6. Menurut bapak apakah seseorang yang 

tidak memiliki akta perkawinan 



 

 

tersebut dapat melakukan perceraian di 

Pengadilan?  

7. Apa saja teknis dan prosedur yang 

perlu dijalani dalam mendaftarkan 

perkara perceraian ini khususnya yang 

tidak memiliki akta perkawinan?  

8. Apakah bapak pernah menangani 

perkara perceraian yang tidak memiliki 

akta perkawinan? Sekiranya berapa 

banyak perceraian tanpa akta 

perkawinan yang bapak tangani?  

9. Apakah ada kesulitan atau kendala 

yang bapak alami dalam menangani 

perkara perceraian tanpa akta 

perkawinan?  

10. Bagaimana pendapat bapak mengenai 

pasal 10 ayat (1) UU no 48 tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menyebutkan bahwa ”pengadilan 

dilarang menolak untuk memeriksa, 

mengadili dan memutus suatu perkara 

yang diajukan dengan dalih bahwa 

hukum tidak ada atau kurang jelas 

melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya” namun pada 

kenyataannya terdapat perkara yang 

ditolak?  

11. Menurut bapak apakah dalam 

membuat keputusan perkara perceraian 

tanpa akta perkawinan hakim telah 

memenuhi 3 asas yakni kepastian, 

keadilan dan kebermanfaatan?  

12. Apakah sebelumnya majelis hakim ada 

menyarankan untuk membuat akta 

perkawinan terlebih dahulu sebelum 

memutus perkara tersebut?  

13. Menurut bapak dampak apa yang 

dirasakan klien bapak ketika perkara 

tersebut dinyatakan atau diputus 

ditolak oleh majelis hakim?  

14. Apa saja dasar atau ladasan bapak 

dalam menangani perkara perceraian 
khususnya tanpa akta perkawinan agar 

perceraian tersebut dapat dikabulkan?  

15. Bagaimana solusi atas adanya perkara 

perceraian yang ditolak akibat tidak 

tercatat? 

 



 

 

Lampiran 02. Lembar Putusan Perkara Nomor 207/Pdt.G/2022/PN Sgr 

 



 

 

Lampiran 03. Surat Penelitian 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian 

Dokumentasi bersama Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja 

(Bapak  I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H) 

 

 

 

 

 



 

 

Dokumentasi bersama Advokat di Kabupaten Buleleng 

(Bapak Gede Harja Astawa, S.H.) 
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